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ABSTRAK

Judul Tesis
:  
Kewenangan Hakim  Dalam Memutus  Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor   : 194K/MIL/2016
Nama          
:  
Satiman
NPM             :    15260032  
Kata Kunci    : 
Kewenangan, Narkotika, Militer
Isi Abstrak     :
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Prajurit TNI haram menggunakan Narkotika karena  mempengaruhi daya juang dan semangat melindungi negara, apalagi sampai terlibat dalam jaringan peredarannya. Perkara kasus penyaahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang Prajurit TNI yang bernama  Zaid Joko Utomo, pangkat Mayor Laut (P) Nrp 13302/P, jabatan Kasiopslat Satfibarmabar (sekarang Pamen Dpb Denma Koarmabar), berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194K/MIL/2016 dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan  narkotika yang dilakukan oknum Prajurit TNI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194K/MIL/2016?,         2) Mengapa setiap Prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan narkotika harus dilakukan pemecatan tanpa rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?. Penelitian ini menggunakan  jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan dan penerapan hukumnya. Kesimpulan penelitian ini bahwa Hakim dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia. Itu berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada didalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia dizaman postmodern. 
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